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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Peranan

Dalam sebuah perusahaan ada pihak manajemen yang mengatur jalannya operasi perusahaan. Pihak manajemen dalam konteks ini adalah para pemimpin perusahaan.

Pemimpin dalam suatu perusahaan memerlukan alat bantu dalam melakukan kegiatan pengendalian, kegiatan tersebut memperoleh peranan dalam mengarahkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Komaruddin (1994:768) pengertian tentang peranan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“1.
Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang, dalam manajemen;

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat”.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa peranan sistem informasi akuntansi diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu bagian didalam manajemen, yang memiliki karakteristik yang memang seharusnya ia miliki dalam upaya menerapkan sistem informasi akuntansi gaji guna meningkatkan efektivitas pengendalian internal gaji.

2.2  Pengertian Sistem, Karakteristik, dan Informasi


Dalam pelaksanaan suatu aktivitas apapun pasti memiliki suatu rangkain-rangkaian yang pada akhirnya akan tercapai suatu tujuan, rengkaian-rangkaian tersebut dapat dikatakan sebagai sistem. Pengertian sistem menurut Krismiaji dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi (2002:1) adalah:

“Serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan.”

Sedangkan sistem tersebut mempunyai 3 karakteristik menurut Krismiaji dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi (2002:1)   yaitu:

“1.
Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan

2. Proses, kegiatan untuk mengkoodinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem

3. Tujuan, sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut”.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem adalah serangkaian input yang diproses untuk menghasilkan output, dan diharapkan output akan memperoleh hasil lebih besar dibandingkan dengan input.


Agar suatu informasi dapat diandalkan dan diperoleh manfaatnya secara maksimal, menurut Krismiaji dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi (2000:6), informasi harus memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

“1. 
Timeliness

2. Accuracy

3. Respone Time

4. Completeness

5. Relevan”

Karakteristik-karakteristik tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut :

1. Timeliness

Informasi baru berguna apabila informasi tersebut disajikan tepat pada waktunya. Ketepatan waktu penyampaian informasi untuk keperluan pengendalian merupakan suatu keharusan.

2. Accuracy

Informasi harus dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sehingga kesalahan dalam pengolahan data baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat dihindari.

3. Respone Time

Informasi harus dapat dikumpulkan pada saat dibutuhkan agar pengambilan keputusan atau tindakan berjalan dengan efektif. Keterlambatan pengumpilan informasi mengakibatkan suatu keputusan atau tindakan terlambat diambil, atau diambil tanpa menunggu diperolehnya informasi yang memadai sehingga mengandun resiko ketidakpastian yang lebih besar.

4. Completeness

Tidak semua informasi harus dikumpulkan, tetapi penyajian informasi harus meliputi  semua kebutuhan akan informasi tersebut dalam suatu proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain informasi harus melengkapi kebutuhan dalam pengambilan keputusan.

5. Relevan

Informasi harus mempunyai pengaruh pada kebutuhan atau tindakan yang diambil. Jadi informasi harus berhubungan erat dengan kebutuhan akan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan.

2.3  Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Pada perusahaan yang masih kecil skala operasinya, pimpinan perusahaan masih dapat langsung mengetahui dan mengawasi keadaan perusahaan tersebut. Dalam situasi demikian fungsi akuntansi sementara dibuat rangkap dan bersifat formal atau hanya diselenggarakan sebagai kegiatan dari fungsi lain. Fungsi akuntansi diselenggarakan sekali setiap tahun pada saat informasi untuk tujuan fiskal diperlukan. Hal ini disebabkan karena kedudukan manajer dan pemilik berada pada satu atau beberapa orang saja sehinggga pengelolaan dan supervisi dilakukan secara langsung dan personal, dengan demikian informasi akuntansi mungkin belum dirasakan kegunaannya.


Sejalan dengan berkembangnya skala operasi dan semakin kompleksnya permasalahan yang timbul dalam perusahaan, nilai kegunaan dari hasil akuntansi sebagai salah satu fungsi informasi dalam suatu perusahaan akan semakin meningkat pula.


Dalam situasi demikian tugas manajemen akan lebih rumit dan banyak menuntut ketahanan fisik, mental dan kemampuan intelektualitas yang tinggi. Oleh karena itu suatu alat bantu berupa sistem informasi akuntansi yang sangat diperlukan kegunaannya dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. 


Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang dimaksud menata jaringan komunikasi yang penting, pengelolaan atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai internal dan eksternal dan menyediakan dasar pengendalian keputusan yang tepat.


Hasil dari suatu pengolahan sistem informasi adalah informasi yang disediakan untuk membantu pengambilan keputusan manajemen, operasi perusahaan dari hari ke hari dan informasi yang layak untuk pihak luar perusahaan.

Informasi adalah hasil dari sistem informasi yang terdiri dari data yang telah ditransformasi dan dibuat lebih bernilai melalui pemrosesan. Sistem informasi mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi) yang dapat digunakan langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kriteria efisiensi dan efektifitas harus dipenuhi oleh suatu sistem informasi, oleh karena itu perlu diperhatikan.

Beberapa definisi mengenasi pengertian sistem informasi akuntansi telah dikemukakan oleh para ahli, antara lain dikemukakan oleh George H Bodnar dalam bukunya Accounting Information System (2001:1) adalah sebagai berikut:

“An accounting information system is a collection of resources, such as people and equipment, designed to transform financial and other data into information. This information is communicated to a wide variety of decision makers. Accounting information system perform this transformation whether they are essentially manual system or thoroughly computerized.”

Sedangkan menurut Romney dalam bukunya Accounting Information System (1997:2), adalah  sebagai berikut:

“An accounting information system (AIS) processes data and transactions to provide users with the information they need to plan, control, and operate their businesses”.


Dari kedua definisi tersebut di atas dapat ditarik simpulan, bahwa suatu sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber, seperti manusia dan peralatan yang didesain untuk mengubah data menjadi informasi yang mempunyai akibat finansial bagi perusahaan yang menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dalam merencanakan dan mengendalikan perusahaan guna mencapai tujuannya.

2.3.1 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi

Dari beberapa definisi mengenai sistem informasi akuntansi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa didalam sistem informasi akuntansi terdapat beberapa unsur. Menurut Wilkinson dalam bukunya Accounting Information system (1994:4) yang dialih bahasakan oleh Agus Maulana terdapat beberapa unsur dalam sistem informasi akuntansi, antara lain:

1. 
Sumber daya manusia dan alat

Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan didalam pengambilan keputusan (apakah sistem dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak) dan dalam mengendalikan jalannya sistem.

Komputer adalah suatu alat merupakan unsur sistem inormasi akuntansi yang berperan didalam mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi atau perhitungan dan meningkatkan kerapihan bentuk informasi.

2. 
Data (catatan-catatan dan formulir-formulir)

Catatan merupakan dasar konsep pengendalian yang akurat yang menyediakan pengecekan atas penggunaan-penggunaan informasi.

Formulir merupakan unsur penting dalam sistem informasi akuntansi yang berfungsi menciptakan informasi untuk mengembangkan data yang ada. Data dihasilkan dari catatan-catatan berupa jurnal-jurnal, buku besar, dan buku tambahan. Selain itu data juga dihasilkan dari formulir-formulir yang digunakan sebagai bukti tertulis dari transaksi, contohnya faktur penjualan, bukti pembayaran dan lain-lain.

3. 
Informasi

Sistem informasi akuntansi menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna-pengguna internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan. Bentuk-bentuk laporan yang dibutuhkan untuk proses penggajian seperti laporan potongan-potongan gaji yang telah dihitung, laporan waktu hadir, laporan daftar gaji karyawan, dan laporan tunjangan karyawan.

     Pengguna-pengguna intern terdiri dari para manajer dan karyawan perusahaan. 

Pengguna-pengguna ekstern meliputi pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan seperti kreditur, pemasok, pelanggan, pemegang saham, badan-badan pemerintah dan serikat pekerja.

2.3.2  Prinsip-prinsip Penentuan Sumber Daya Manusia dan alat


Dalam pelaksanaan kegiatan operasional didalam perusahaan, tidak terlepas dari upaya-upaya manusia dan dibantu dengan alat-alat yang mendukung untuk melakukan kegiatan operasional tersebut. Ada beberapa kriteria manusia yang mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan operasional, Menurut Djoko Siswanto dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (2001:9) dikelompokan menjadi:

“1.
Manusia produktif, artinya kategori ini merupakan kategori yang didalamnya menyangkut: sifat manusia, usia, motivasi.

2. Manusia Kompetensi, artinya kategori ini merupakan kategori yang didalamnya menyangkut: kemampuan, keterampilan”

Selain itu dalam kegiatan operasional perusahaan, sumber daya manusia juga diharapkan dapat menggunakan alat bantu dalam melaksanakan kegiatannya, dalam penelitian ini alat bantu yang digunakan adalah komputer. 

Komputer memiliki tiga komponen inti, hal ini dikemukakan oleh G Hermanto dalam bukunya yang berjudul Microsoft  Step by Step (1996:5) yaitu:

“1. 
Brainware, orang (user) yang mengoperasikan komputer

2. Software, Perangkat lunak yang didalamnya terdapat program-program sesuai dengan kebutuhan dari user

3. Hardware, bentuk fisik dari komponen yang terdapat pada komputer, misalnya: Harddisk, monitor, Cpu”.

2.3.3  Prinsip Mendesain Formulir dan Penggunaan Laporan

Dalam mengupayakan pengendalian dengan mencatat dan melakukan pengecekan data agar mudah diuraikan, maka ada beberapa prinsip mendesain formulir menurut LA. Mijan dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi I (1999:86) di antaranya:

“a. 
Menggunakan kalimat sederhana;

b. Adanya tembusan untuk mempermudah pendistribusian data atau informasi;

c. Menghindari penggunaan data rangkap;

d. Formulir harus disusun sederhana mungkin dan jelas;

e. Menyusun sebanyak mungkin formulir untuk mempermudah mengumpulkan berbagai transaksi yang harus dicatat didalam perusahaan untuk memperlancar kegiatan antara lain proses akuntansi;

f. Apabila diperlukan untuk tujuan pengamanan, dalam menyusun formulir menggunakan kode-kode tertentu agar tidak mudah dipalsukan;

g. Menggunakan kertas yang sebaik mungkin;

h. Format dan bentuk formulir harus baik;

i. Apabila formulir dibuat beberapa rangkap maka harus dibedakan warna masing-masing lembarnya untuk mempermudah pendistribusian;

j. Formulir sebaiknya bernomor urut yang tercetak (pre-numbered) agar mempermudah pencatatan, pencarian kembali, dan pemalsuan;

k. Formulir harus menyediakan tempat untuk membubuhkan tanda tangan bagi yang mengisi formulir, yang memeriksa isi formulir, dan yang menyetujui atas transaksi yang diwakili oleh dokumen dasar tersebut”.

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa formulir yang didesain dengan baik akan berfungsi menciptakan data atau informasi maupun berfungsi untuk mengembangkan struktur pengendalian internal. Oleh karenanya formulir perlu didesain dengan baik, agar dapat memenuhi fungsi tersebut.

Sedangkan prinsip penggunaan laporan  yang baik menurut Heckert dalam bukunya Accounting System (1996:550) diantaranya:

“a.
Harus diterapkan prinsip pertanggung jawaban yaitu suatu prinsip yang menghendaki laporan yang telah disusun oleh tiap-tiap departemen dalam suatu organisasi dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Harus diterapkannya prinsip pengecualian yaitu prinsip ini menghendaki adanya laporan-laporan yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat menarik perhatian manajemen untuk lebih diperhatikan hal-hal yang menyimpang.

c. Angka-angka harus dapat diperhatikan yaitu suatu prinsip yang menghendaki dibandingkannya dengan data lain agar lebih mempunyai arti.

d. Ringkas yaitu laporan yang dibuat untuk tingkat manajemen yang lebih tinggi harus lebih ringkas sehingga dapat memberikan ruang lingkup nyang lebih luas.

e. Komentar interpretatif yaitu bahwa pihak yang menyusun laporan sebaiknya memberikan komentar interpretatif agar pembaca laporan dapat segera mengetahui hal-hal penting yang ada dalam laporan tersebut”

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa laporan yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut di atas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna-pengguna internal maupun eksternal.

2.3.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam pemenuhan informasi, baik untuk kebutuhan informasi internal maupun kebutuhan informasi eksternal, sistem informasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya.

Demikian pula suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna terutama dalam hal perencanaan dan pengendalian.

Tujuan utama diadakannya sistem informasi akuntansi menurut George H Bodnar dalam bukunya Accounting Information System (2001:5) adalah sebagai berikut:

“The purpose of an accounting system is to provide accounting data to variety of decision makers according to their and entitlement to the information”.

Kutipan di atas menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi bertujuan untuk menyediakan data akuntansi untuk berbagai pengambilan keputusan pemberi hak informasinya.

Sedangkan tujuan sisten informasi akuntansi menurut Wilkinson dalam bukunya Accounting Information system (2000:8) ada dua tujuan yaitu tujuan utama dan tujuan spesifik. Tujuan utamanya adalah sebagai berikut:

“To provide accounting information to a wide variety of users”.

Sedangkan tujuan spesifik sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“1. 
To support the day to day operations

2. To support decision making by internal decision makers

3. To fufill obligations relating to stewardship”.

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan di atas, dapat membantu dalam perencanaan sistem informasi akuntansi, terutama dalam hal menganalisis dan merancang sistem tersebut agar dapat membentuk sistem informasi akuntansi yang efisien dan efektif.

Tujuan-tujuan tersebut pada dasarnya merupakan proyeksi dari tujuan utama dan tujuan akhir sistem akuntansi, yaitu cepat, efisien dan aman serta dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi menurut La Midjan dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi I (1999:19), adalah sebagai berikut:

“1. 
Untuk menyediakan informasi yaitu informasi yang tepat guna,  terpercaya dan tepat waktu. Dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan.

2. Untuk meningkatkan sistem pengendalian internal yaitu pengendalian yang diperlukan agar dapat mengamankan kekayaan perusahaan, ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi yang di susun harus juga mengandung kegiatan pengendalian internal.

3. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk menyusun sistem informasi akuntansi harus seefisien mungkin”.

Ketiga tujuan sistem akuntansi tersebut harus saling terikat. Peningkatan informasi yang diperlukan pengendalian internal, baik kualitas maupun kuantitas dapat dilaksanakan apabila tanpa mempertimbangkan kenaikan biaya. Sehingga dalam mempertimbangkan penyusunan suatu sistem akuntansi untuk meningkatkan informasi dan pengendalian internal harus selalu dipertimbangkan keseimbangan antara manfaat dengan biaya.

2.4  Metode Penentuan Gaji dan  Pengertian Gaji 

Metode penentuan gaji menurut Basu Swasta dalam bukunya Manajemen Penjualan (1998:163) diantaranya:

1. Insentif Tunai

Merupakan metode pemberian kompensasi yang banyak digunakan yaitu dengan cara memberikan insentif secara langsung dengan memberikan uang tunai. Rencana insentif tunai dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu:

a. Straight commision


Merupakan rencana kompensasi yang menggambarkan sejumlah komisi sebagai penghasilan minimum bagi karyawan sesuai dengan produktivitasnya

b. Straight salary

Merupakan sistem pembayaran gaji yang paling sederhana dan umumnya diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang yang dibayarkan secara tetap dalam suatu periode

c. Salary plus commision


Merupakan penggabungan dari uang yang dibayarkan secara tetap dalam suatu periode ditambah komisi yang ditentukan berdasarkan prestasi dan kenaikan produktivitas kerja karyawan

d. Salary plus bonus


Merupakan sistem pembayaran gaji ditambah dengan bonus, dan bonus itu sendiri ditentukan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan

e. Salary plus commision plus bonus


Merupakan penggabungan dari ketiga metode di atas

2. Insentif Tidak Tunai

Pemberian insentif tidak tunai ini banyak dipakai oleh perusahaan sebagai pelengkap dari insentif tunai. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong agar karyawan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi dapat diberikan dengan tiga metode yang bertujuan selain untuk membalas jasa juga untuk meningkatkan kinerja para karyawannya.

Pengertian gaji adalah imbalan balas jasa dari suatu perusahaan biasanya merupakan faktor pertama kali yang dinilai oleh seseorang untuk bekerja di perusahaan, tetap bekerja atau berganti pekerjaan ke perusahaan lain. 

Pengertian gaji menurut Kohler (1997:492) sebagai berikut:

“The compensation paid periodically for managerial, administrative, professional and similar service”.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Gaji merupakan suatu kompensasi yang dibayarkan kepada perusahaan atau jasa yang diberikan pada perusahaan. Kompensasi ini terdiri dari kompensasi pokok ditambah atau dikurangi dengan berbagai tunjangan dan potongan.
2. Gaji ( salary ) adalah balas jasa yang dibayarkan secara berkala kepada para manajemen, tenaga administratif, tenaga profesional serta pemberian jasa yang sejenis dengan itu.
Adapun definisi gaji menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:373) adalah 

“ Pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan menajer”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gaji merupakan pemberian pengahargaan kepada karyawan yang sudah berjasa begi organisasi dan diberikan setiap periode secara kontinue.

2.4.1
Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Gaji 

Organisasi dalam perusahaan manufaktur dapat dibagi menjadi tiga fungsi pokok: produksi, pemasaran, dan administrasi. Penggolongan biaya tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok perusahaan karena berpengaruh dalam kalkulasi harga pokok, dimana gaji tenaga kerja produksi merupakan unsur harga pokok produk, sedangkan gaji  tenaga kerja bukan produksi merupakan biaya yang dibebankan pada periode yang bersangkutan. Pemberian imbalan balas jasa oleh perusahaan kepada karyawan baik dalam bantuk gaji sebenarnya merupakan hal yang rutin, dalam arti selalu dihadapi oleh pimpinan perusahaan.

Yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi gaji untuk kebanyakan perusahaan yaitu untuk  suatu sistem prosedur dan catatan-catatan serta formulir-formulir yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan akurat berapa gaji yang harus di potong, misalnya untuk pajak penghasilan pegawai, pinjaman pegawai pada perusahaan serta sisa gaji yang benar-benar telah di bayar kepada pegawai. Dalam beberapa hal biasanya akuntansi penggajian mengacu kepada sistem prosedur dan pencatatan yaitu memungkinkan untuk menentukan secara cepat dan akurat tepatnya berapa besar pajak penghasilan yang di potong dari gaji .

Dari definisi di atas dapat di tarik suatu simpulan bahwa sistem informasi akuntansi gaji merupakan suatu bentuk sub sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan yang meliputi:

1. Berapa besar gaji yang harus dibayarkan kepada setiap pegawai secara secara tepat dan cepat;

2. Membayar para pegawai secara memuaskan

3. Menyelenggarakan catatan yang efisien dan akurat dari semua catatan yang menyangkut transaksi gaji ;

4. Menyusun secara akurat semua laporan potongan yang menyangkut pembayaran gaji  seperti potongan pinjaman pegawai, pajak penghasilan serta ASTEK;

5. Menyusun secara tepat dan akurat guna menunjang terselenggaranya pengendalian internal gaji .

2.4.2
Sistem dan Prosedur Akuntansi Gaji

Penggunaan dokumen dan catatan tidak dapat terlepas dalam suatu sistem dan prosedur akuntansi. Menurut La Midjan dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (1995:9) dokumen dan catatan yang biasanya digunakan dalam pengolahan data gaji, yaitu:

 “1.  
Catatan gaji  karyawan

2. Formulir perincian daftar gaji

3. Formulir otorisasi gaji 

4. Kartu daftar hadir

5. Pencatat waktu kerja

6. Cek gaji 

7. Cek pembayaran gaji 

8. Daftar gaji

9. Buku besar gaji 

10. Catatan atas gaji kotor”.

Dokumen dan catatan yang digunakan dalam pengolahan data gaji menurut La Midjan tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Catatan gaji karyawan

Yaitu catatan yang mencakup data karyawan, seperti: tanggal mulai kerja, tingkat honorarium, potongan yang diotorisasi, penilaian hasil kerja dan pemutusan hubungan kerja.

2. Formulir perincian daftar gaji

Yaitu formulir yang mengotorisasi potongan-potongan terhadap gaji seperti potongan piutang karyawan, potongan Astek dan potongan pajak penghasilan.

3. Formulir otorisasi gaji  

Yaitu formulir yang mengotorisasi tarif gaji. Sumber informasinya adalah kontrak kerja, otorisasi manajemen atau otorisasi dari direksi.

4. Kartu daftar hadir

Yaitu suatu dokumen yang menunjukkan kapan seorang karyawan memulai dan berhenti setiap harinya dan jam jumlah karyawan. Untuk kebanyakan perusahaan, kartu waktu tersebut secara otomatis diisi oleh jam pencatat waktu.

5. Pencatat waktu kerja

Yaitu dokumen yang memperhatikan masing-masing jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan dan waktu yang digunakan untuk melaksanakan masing-masing jenis pekerjaan tersebut selama suatu periode waktu tertentu. Dokumen ini hanya digunakan jika seorang karyawan mengerjakan beberapa jenis pekerjaan yang berbeda atau bekerja di beberapa departemen.

6. Cek gaji 

Yaitu cek yang digunakan untuk pengambilan uang ke bank yang nilainya merupakan total biaya gaji dan honorarium yang harus dibayar kepada karyawan.

7. Cek pembayaran gaji 

Yaitu cek yang dibuat untuk karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan. Jumlah yang tercantum dalam cek adalah gaji bersih.

8. Daftar gaji

Yaitu suatu daftar gaji yang berisikan gaji kotor, potongan-potongan dan gaji bersih untuk setiap karyawan. Daftar gaji yang biasanya ditotalkan dan diposting ke buku besar setiap bulan.

9. Buku besar gaji 

Yaitu catatanyang meringkaskan perkiraan-perkiraan dalam buku besar yang harus didebet untuk pembebanan biaya gaji.

10. Catatan atas gaji kotor

Yaitu catatan yang dibuat untuk setiap karyawan yang menunjukkan gaji kotor untuk setiap periode pembayaran, potongan-potongan gaji bersih, nomor dan tanggal cek.

Adapun sistem dan proseur akuntansi yang terdapat dalam pengelolaan gaji menurut  oleh La Midjan dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi I(1999:258) , terdiri dari 3 bagian yaitu:

“1.
Sistem dan prosedur penempatan karyawan (employment and procedures).

2. Sistem dan prosedur pencatatan waktu (timekeeping procedures).

3. Sistem dan prosedur pengupahan (payroll procedures) dan gaji”.
Ketiga bagian sistem dan prosedur gaji ini melibatkan bagian personalia, bagian akuntansi dan bagian keuangan.

2.4.2.1 Sistem dan Prosedur Penempatan Tenaga Kerja (Employment Procedures)


Sistem dan prosedur penempatan karyawan merupakan kegiatan bagian personalia yang terdiri dari kegiatan:

1. Pencarian karyawan ( recruiting )

Yaitu mencari dan menerima karyawan baru, termasuk di dalamnya adalah tugas-tugas:

a. Memelihara catatan dan arsip untuk membantu mencari karyawan yang   diperlukan, membantu dalam mencari karyawan yang diperlukan, membantu dalam mencari karyawan yang sedang diberhentikan sementara ( laid off ) dan mengurus penerimaan para pelamar untuk pekerjaan. Dalam file terdapat nama-nama yang diberhentikan sementara dan pelamar, sehingga pada waktu dibutuhkan mungkin tersedia nama orang-orang yang sedang dibutuhkan.

b. Memelihara hubungan dengan kantor penempatan tenaga atau employment agencies yang merupakan kantor perantara untuk mendapatkan tenaga kerja, juga disamping itu berhubungan dengan sekolah atau perguruan tinggi dan sumber-sumber lain untuk mendapatkan tenaga kerja.

c. Memasang advertensi yaitu dengan jalan memasang iklan atau advertensi untuk mencari tenaga kerja. Atau dapat juga dilakukan melalui kontak pribadi.

2. Mengadakan wawancara ( interview )

Karyawan yang telah memenuhi persyaratan akan dipanggil kemudian diwawancarai untuk meyakinkan kepandaian, pendidikan dan pengalaman kerjanya.

Macam-macam kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan karyawan:

a. Mencari data pribadi dari para pelamar.

b. Menyerahkan formulir isian dan memintanya kembali apabila telah diisi data-data yang diperlukan dalam rangka penerimaan karyawan.

c. Mengurus segala sesuatu untuk pemeriksaan dokter.

d. Menyiapkan surat pengangkatan karyawan yang diterima untuk dimasukkan ke dalam daftar gaji.

3. Menempatkan karyawan

Penempatan karyawan dilakukan setelah calon karyawan dinyatakan lulus dari berbagai tes yang dijalani. Selanjutnya pihak perusahaan menyiapkan surat pengangkatan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam daftar gaji.

2.4.2.2 Sistem dan Prosedur Pencatatan Waktu (Timekeeping Procedures)


Terdiri dari kegiatan pencatatan waktu, yaitu:

1. 
Pencatatan waktu hadir (attendance timekeeping) yaitu pencatatan atas waktu kehadiran karyawan di kantor sejak masuk sampai dengan kehadiran   (clock card).

Catatan waktu kehadiran bisa diperoleh dengan cara:

a. Kartu jam, yaitu kartu yang dibuat untuk masing-masing karyawan yang menunjukkan jam datang dan jam pulang. Kartu ini kemudian dimasukkan dalam mesin pencatat waktu pada waktu karyawan datang maupun pulang.

b. Daftar hadir yang ditandatangani oleh karyawan setiap hari.

2. 
Pencatatan waktu kerja ( shop time kepping )
 adalah pencatatan waktu kerja sesungguhnya dalam setiap pekerjaan atau setiap departemen.

Catatan waktu kerja dapat dikumpulkan oleh petugas dari:

a. Buku catatan mandor

b. Daftar hadir yang dikerjakan khusus oleh juru waktu atau petugas sendiri.

Pencatatan waktu kehadiran merupakan tanggung jawab bagian pencatatan waktu yang berada dibawah pengawasan bagian personalia. Sedangkan pencatatan waktu kerja berada dibawah pengawasan bagian produksi lewat para mandor.

Bagian pencatatan waktu mempunyai tujuan:

1. Memperoleh catatan kehadiran para karyawan, sehingga gaji hanya dibayarkan kepada karyawan yang benar-benar bekerja di perusahaan.

2. Untuk menetapkan banyaknya jam kerja lembur dari para karyawan yang lembur dan harus menerima uang lembur.

3. Untuk memperoleh bukti-bukti yang berhubungan dengan penggajian, pengupahan,  perpajakan dan lain-lain.

Pencatatan waktu kehadiran merupakan tanggung jawab bagian personalia.

2.4.2.3 Sistem dan Prosedur Gaji


Fungsi bagian pembuat daftar gaji adalah:

1. Untuk menghitung gaji yang harus dibayarkan pada masing-masing karyawan dengan tahap-tahap berikut:

a. Mengumpulkan catatan waktu kehadiran (attendance time) dan waktu kerja (shop time ) dari masing-masing karyawan.

b. Mengumpulkan data untuk menghitung gaji yang didasarkan pada prestasi (banyak hasil) dan jumlah hasilnya diukur dengan banyaknya pekerjaan yang telah selesai.


Sebagaimana diketahui dalam garis besar gaji dapat didasarkan pada waktu atau prestasi, yaitu gaji waktu dan gaji prestasi atau upah potongan (piecework). Sedangkan untuk upah dapat berdasarkan waktu kehadiran.

c. Menghitung tambahan ( allowance ) yang telah dicatatkan pada jumlah gaji yang telah dihitung berdasarkan waktu/prestasi.


Di Indonesia allowance tersebut antara lain berupa:

1) Tunjangan istri dan anak

2) Tunjangan transport

3) Dan lain-lain.

d. Menghitung gaji berdasarkan data yang terkumpul, hal ini dapat dilaksanakan antara lain dengan cara mengalikan waktu hadir dengan tarif.

e. Menghitung potongan-potongan dari gaji yang telah dihitung; ada banyak macamnya potongan misalnya Astek, PPh pasal 21, iuran hari tua, pinjaman dan lain-lain.

2. Untuk mencatat (journal entry) sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran gaji serta membuat formulir dan laporan yang ditentukan oleh peraturan mengenai berbagai karyawan perusahaan, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Membuat jurnal gaji ( check register );

b. Membuat daftar cek pembayaran atau envelope;
c. Membuat struk pembayaran atau daftar earning statement yaitu suatu penjelasan tentang perhitungan gaji yang diberikan pada masing-masing karyawan yaitu setelah dihitung gaji /allowances/potongan-potongan;
d. Membuat employee’s earning record yaitu daftar gaji pada suatu masa/semester yang dibayarkan pada petugas yang bersangkutan;
e. Membuat berbagai formulir yang diharuskan oleh berbagai bagian.
3. Membuat statistik gaji

Ada beberapa statistik yang diperlukan yang berguna bagi perusahaan, antara lain untuk karyawan.

4. Menyelenggarakan arsip tentang kepegawaian (aspek hukum). Yaitu aspek-aspek hukum daripada pembuatan daftar gaji atau upah.

2.4.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Gaji 

Sistem informasi akuntansi gaji diperlukan terutama apabila karyawan telah cukup banyak dan juga apabila sistem penggajian di dalam perusahaan ada beberapa macam. Adapun tujuan Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan mutu pengolahan data gaji menjadi informasi yang efektif dan efisien;

2. Untuk meningkatkan sistem pengendalian internal gaji;

3. Untuk mengurangi biaya pemeliharaan catatan gaji seminimal mungkin.

2.5  Pengertian Efektivitas



Pengertian efektifitas menurut Komaruddin (1994:269) adalah sebagai berikut: 


“Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau    kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuanyang telah diterapkan terlebih dahulu”.


Adapun arti dari kata efektivitas yang berasal dari kata efektif, menurut Tugiman (1999:115) dapat diartikan sebagai berikut:


“1. 
Ada efeknya (akibatnya;pengaruhnya;besarnya);

2. Manjur atau mujarab;

3. Dapat membawa hasil;berguna (tentang usaha-usaha, tindakan);

4. Mulai berlaku (tentang UU, peraturan)”.

Dari kedua definisi di atas mengenai efektivitas, dapat diketahui bahwa efektivitas dapat dijadikan suatu alat yang mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan terhadap kegiatan yang dilakukannya.

2.6 Pengendalian Internal


Dengan berkembangnya suatu perusahaan, kebutuhan akan pengendalian internal semakin meningkat, sehingga pimpinan perusahaan semakin tergantung pada laporan-laporan untuk mengevaluasi situasi keuangan dan efisiensi operasi. Jika perlu adanya tindakan perbaikan, instruksi dari pimpinan perusahaan dikomunikasikan terlebih dahulu pada bawahannya. Dengan adanya suatu pengendalian internal akan menyediakan tingkat keyakinan yang lebih tinggi bahwa hal-hal tersebut di atas dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. 

2.6.1  Pengertian Pengendalian Internal

Untuk mengelola perusahaan fungsi pengendalian sangat penting untuk diperhatikan adalah manajemen perusahaan. Dikarenakan pengendalian internal merupakan suatu pengaturan dan pengarahan pelaksanaan pekerjaan yang digunakan sebagai alat manajemen dengan maksud agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.


Pengertian pengendalian internal menurut SAS No. 78 (1995:3) sebagai berikut:


“Internal control is process effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel-designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories; (a) reliability of financial reporting, 


(b) effectiveness and efficiency of operations, and (c) compliance with applicable laws and regulations”.


Definisi ini mengandung konsep dasar pengawasan sebagai berikut:

1. Pengendalian internal adalah suatu proses, merupakan alat bantu untuk mencapai tujuan.

2. Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang-orang bukan semata-mata manual kebijakan dan formulir, akan tetapi orang-orang pada setiap tingkatan organisasi.

3. Pengendalian internal hanya dapat diharapkan untuk memberikan jaminan secara wajar, bukan jaminan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris entitas.

4. Pengendalian internal diarahkan untuk pencapaian tujuan didalam satu atau lebih kategori (over lapping).


Sedangkan pengendalian internal menurut Arrens and Loebbecke (2000:228) adalah sebagai berikut:

“A system of internal control consist of policies and procedures designed to provide management with reasonable assurance that the company achieves its objectives and goals”.

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengendalian internal merupakan sekumpulan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang layak kepada manajemen bahwa tujuan dan sasaran yang dianggap penting oleh perusahaan akan dapat ataupun tidak tercapai.


Dengan demikian pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh semua anggota organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, kualitas laporan keuangan dan dipatuhinya hukum dan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

3.6.2 Komponen-komponen Pengendalian Internal


Setiap perusahaan memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang berbeda sehingga pengendalian internal yang baik pada suatu perusahaan belum tentu baik untuk perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu pengendalian internal harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan.


Menurut Arens and Loebbecke (2000:292-300) komponen-komponen pengendalian internal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian (control and environment)

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan manajemen mengenai pengendalian internal perusahaan. Lingkungan pengendalian perusahaan terdiri dari berbagai faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian secara terperinci.  Faktor-faktor ini oleh AICPA (1995:3) diuraikan menjadi 7 faktor yaitu:

a. Nilai etika dan kejujuran (integrity and ethical values)


Nilai etika dan kejujuran merupakan dasar dari pengendalian yang dilakukan oleh manajemen dalam mengurangi dan mencegah tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh individu-individu dalam perusahaan.

b. Keinginan untuk maju (commitment to competence)
   


Keinginan untuk maju termasuk mempertimbangkan manajemen akan    kecakapan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan bagaimana tingkat kecakapannya di terjemahkan dalam keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan.

c. Partisipasi Dewan Direksi atau Komite Audit (board of directors or audit  commite)


Suatu pengendalian dipengaruhi oleh dewan direksi atau oleh    komite audit. Komite audit yang independen dibebani tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, yang mencakup pengendalian internal dan ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang telah ditetapkan. Agar menjadi efektif, komite audit harus memelihara komunikasi yang baik dan berkesinambungan dengan audit internal maupun auditor eksternal.

d. Filosofi manajemen dan gaya operasi (management’s phylosophy and operating style)


Melalui kebijakan dan aktivitasnya manajemen menberitahukan    informasi yang jelas kepada karyawan tentang pentingnya pemahaman mengenai filsafah dan gaya operasi sehingga auditor dapat merasakan sikap manajemen terhadap pengendalian.

e. Struktur Organisasi (organization structure)


Kesatuan struktur organisasi menyediakan kerangka kerja operasi untuk mencapai keseluruhan tujuan perusahaan yang telah direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan diawasi.

f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab (assignment of   authority and responsibility)


Penetapan wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan agar mempermudah proses operasi, proses pelaporan dan memperjelas tingkat kepemimpinan dalam perusahaan. Di dalamnya termasuk kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha, pengetahuan dan pengalaman tokoh-tokoh kunci dalam perusahaan, dan sumber yang tersedia untuk menjalankan operasi perusahaan.

g. Kebijakan dan pelatihan SDM (human resources policies and  practice)


Kebijakan dan pelatihan SDM berhubungan dengan proses penerimaan, penempatan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, penggantian dan tindakan perbaikan.

2. Perkiraan risiko (risk assessment)

Perkiraan risiko yang akan timbul bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang berhubungan dengan laporan keuangan yang akan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Risiko dapat timbul dalam keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Perubahan dalam lingkungan operasi (changes in operating    environment)


Perubahan peraturan atau lingkungan operasi perusahaan dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan.

b. Karyawan baru (new personnel)


Karyawan baru mungkin memiliki pandangan atau pengertian yang berbeda atas pengendalian internal yang sedang diterapkan dalam perusahaan.

c. Sistem informasi baru (new or revamped growth)


Perubahan pesat dalam sistem informasi dapat merubah risiko yang berhubungan dengan pengendalian internal.

d. Pertumbuhan yang pesat (rapid growth)


Pertumbuhan pesat operasi perusahaan dapat meningkatkan risiko audit akibat pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara memadai.

e. Teknologi baru (new technology)


Teknologi baru yang diterapkan pada sistem informasi dapat merubah risiko yang sebelumnya telah diperkirakan terjadi pada sistem informasi.

f. Lingkup, produk atau kegiatan baru (new line, product or activities)


Bidang usaha atau transaksi yang diketahui secara samar oleh perusahaan akan menimbulkan risiko baru yang sebelumnya telah diperkirakan pada pengendalian internal.

g. Restrukturisasi perusahaan (corporate restructurings)


Penyusunan kembali dalam tubuh perusahaan dapat disertai dengan pengurangan staf dan perubahan dalam pemisahan tugas yang dapat merubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian internal.

h. Operasi perusahaan secara internasional (foreign operation)


Perluasan wilayah usaha menimbulkan risiko yang unik sehingga menimbulkan dampak terhadap pengendalian internal.

i. Keputusan akuntansi (accounting pronouncements)


Penerapan atau perubahan prinsip-prinsip akuntansi dapat menimbulkan risiko dalam mempersiapkan laporan keuangan.

3. Aktivitas pengendalian (control activities)
Kegiatan pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirasakan perlu diambil tindakan dalam mengurangi risiko pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Kegiatan pengendalian dapat dikategorikan dalam kebijakan dan prosedur sebagai berikut:

a. Tinjauan ulang atas penampilan kerja (performance review)


Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara penampilan kerja aktual dengan anggaran, peramalan dan periode penampilan kerja sebelumnya, serta analitis-analitis yang telah dilakukan dan tindakan koreksi yang telah dilaksanakan.

b. Pengolahan informasi (information processing)


Berbagai tindakan pengendalian dilakukan dengan memeriksa tingkat keakuratan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. Kegiatan pengendalian sistem informasi meliputi:

1) Pengendalian umum


Pada umumnya merupakan pengendalian terhadap operasi data, akuisisi dan pemeliharaan sistem perangkat lunak, akses keamanan serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi.

2) Pengendalian aplikasi


Dilakukan terhadap pengolah aplikasi individual. Pengendalian ini menjamin bahwa transaksi yang telah dilakukan adalah sah, telah diotorisasi dengan benar, dan telah diolah secara akurat dan lengkap.

c. Pengendalian fisik (physical control)


Kegiatan pengendalian ini dilaksanakan terhadap pengendalian  atas asset, yaitu untuk menjaga asset dari perbedaan perhitungan antara catatan pengendalian dengan hasil perhitungan fisik dan menghindari pencurian asset, sehingga dapat mendukung persiapan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit.

d. Pemisahan tugas (segregation of duties)


Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak dalam pengotorisasian transaksi, pencatatan transaksi dan pemeliharaan asset.

4. Informasi dan komunikasi (information and communication)

a. 
Informasi

Kualitas pengendalian internal, termasuk sistem informasi akuntansi mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membuat keputusan dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan dan menyiapkan laporan keuangan yang layak. Sistem informasi akuntansi terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang bertujuan untuk:

1) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah.

2) Menggambarkan secara periodik transaksi yang terperinci dalam klasifikasi yang layak dalam laporan keuangan.

3) Mengukur nilai transaksi yang sesuai dengan nilai moneter yang layak dalam laporan keuangan.

4) Menentukan periode waktu timbulnya transaksi untuk dicatat pada periode akuntansi yang sesuai.

5) Pengungkapan transaksi yang layak pada laporan keuangan.

b. 
Komunikasi

Komunikasi merupakan proses pemahaman peran individual dan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Hal ini termasuk tingkatan pemahaman seorang karyawan atas aktivitasnya yang berhubungan dengan kegiatan karyawan lainnya dan arti dari pengecualian pelaporan oleh tingkatan manajemen yang lebih dalam perusahaan.

Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan pedoman kebijakan, pedoman akuntansi, pelaporan keuangan dan memorandum. Komunikasi dapat juga secara lisan dan melalui tindakan yang dilakukan oleh manajemen.

5. Pemantauan (monitoring)

Salah satu  tanggung jawab manajemen adalah  menetapkan dan memelihara pengendalian internal. Manajemen menindaklanjuti pengendalian  berdasarkan pemikiran apakah pengendalian telah beroperasi secara memadai atau belum dan manajemen menyesuaikan pengendalian internal sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Pemantauan adalah suatu proses yang menguji dan menetapkan kualitas pengendalian internal, termasuk menetapkan rancangan dan operasi pengendalian dalam dasar periode waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Proses ini dicapai dengan pengawasan yang berkesinambungan terhadap kegiatan opersai perusahaan, evaluasi terpisah atau dengan kombinasi keduanya.

Seperti dengan cara mempelajari pengendalian internal yang ada dalam laporan internal auditor dan laporan dari pihak luar perusahaan, seperti pemerintah dan bank, umpan balik dari karyawan dan masukan dari konsumen. Dari hasil proses tindak lanjut ini dapat diketahui kelemahan dan kekuatan perusahaan sehingga dapat diusulkan pengendalian yang baik.

2.6.3  Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi dan Kanaka (1998:172) adalah sebagai berikut:

“1.  Keandalan pelaporan keuangan

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”


Tujuan pengendalian internal tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

1.  Keandalan pelaporan keuangan

Artinya pengendalian internal meeberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.

2.
Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian internal dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan tujuan perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan efektif bila telah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan itu harus diikuti dengan efesiensinya. Artinya bahwa usaha-usaha untuk mencapai tujuan itu harus memberikan hasil yang lebih besar atau biaya yang dikeluarkan untuk pencapaian tujuan.

3.
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Manajemen menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku.


Manajemen perusahaan tentunya ingin menerapkan suatu pengendalian internal yang baik sehingga dapat dijadikan alat yang dapat dipercaya oleh manajemen. Untuk mendapatkan suatu pengandalian internal maka ketiga hal tersebut di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengendalian internal.

2.6.4  Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian internal tidak dapat dikatakan sepenuhnya efektif, meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya, karena keberhasilannya tetap tergantung dari kompetensi dan keandalan dari pelaksanaannya. Meskipun pengendalian internal telah diterapkan dalam perusahaan tidak berarti bahwa penyelewengan dan kesalahan tidak akan terjadi. Sebab tidak ada satupun pengendalian internal yang dapat mencapai ideal/sempurna karena ada batas-batas tertentu yang tidak memungkinkan pengendalian itu tercapai.


Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal, menurut Mulyadi dan Kanaka (1998;173) sebagai berikut:

1.  Kesalahan dalam pertimbangan

    
Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keteratasan waktu, atau tekanan lain.

2. Gangguan


Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personal atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. 
Kolusi

     Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengankolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi aktiva perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian yang dirancang.

4. 
Pengabaian oleh manajemen 



Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkanuntuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yan berlebihan, atau kepatuhan semu. Misalnya jika manajemen melaporkan laba yang tinggi atau tidak menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

5. 
Biaya lawan manfaat

    
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan penendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut, karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat pengendalian internal.

2.7 Pengendalian Internal Gaji 

Masalah gaji harus mendapatkan perhatian pimpinan perusahaan bukan saja karena jumlah yang dikeluarkan besar tetapi juga gaji sangat mudah diselewengkan. Oleh karena itu pimpinan perusahaan harus menerapkan sistem informasi akuntansi yang memadai sebagai alat untuk menciptakan pengendalian internal gaji pada perusahaan yang dipimpinnya.

Tujuan pengendalian internal gaji menurut Arens yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (1994:534) adalah sebagai berikut:

“1. 
Transaksi yang dicatat adalah absah (keabsahan)

2. Transaksi diotorisai dengan pantas (otorisasi)

3. Transaksi yang terjadi telah dicatat (kelengkapan)

4. Transaksi dinilai dengan pantas (penilaian)

5. Transaksi diklasifikasikan dengan pantas (klasifikasi)

6. Transaksi dicatat pada waktu yang sesuai (tepat waktu)

7. Transaksi dimasukkan ke berkas induk dan diiktisarkan dengan benar (posting dan pengikhtisarkan)”.

Uraian dari tujuan-tujuan pengendalian internal gaji tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transaksi yang dicatat adalah absah (keabsahan)

Yaitu struktur pengendalian internal tidak boleh memungkinkan dimasukkannya transaksi fiktif atau transaksi yang ada dalam jurnal atau catatan akuntansi yang lain.

2. Transaksi diotorisasi dengan pantas (otorisasi)

 Yaitu kalau terdapat transaksi yang tidak diotorisasi, dapat menyebabkan transaksi yang curang dan akan berdampak pula pada pemborosan dan perusahaan aktiva perusahaan.

3.   Transaksi yang terjadi telah dicatat (kelengkapan)

      Yaitu prosedur klien harus mencegah penghilangan transaksi di dalam  catatan.

4.   Transaksi dinilai dengan pantas (penilaian)


      Yaitu struktur pengendalian internal yang memadai mencakup prosedur untuk   menghindari kekeliruan dalam penghitungan dan pencatatan jumlah transaksi diberbagai tahap dalam proses pencatatan.

5. Transaksi diklasifikasikan dengan pantas (klasifikasi)

Yaitu klasifikasi perusahaan yang pantas sesuai dengan bagan perkiraan klien dibuat dalam jurnal laporan keuangan ingin dinyatakan wajar. Klasifikasi juga mencakup kategori seperti divisi dan produk.

6.  Transaksi dicatat pada waktu yang sesuai (tepat waktu)

     Yaitu pencatatan transaksi baik sebelum atau sesudah waktu terjadinya     memperbesar kemungkinan transaksi tidak dicatat dalam jumlah yang pantas. Kalau terjadi pencatatan lebih dahulu atau terlambat pada akhir periode maka laporan akan menjadi salah saji.

7. Transaksi  dimasukkan ke berkas induk dengan  pantas dan diikhtisarkan  dengan benar (posting dan pengikhtisaran)

Yaitu proses akuntansi mencakup mendapatkan transaksi pengikhtisaran berdasarkan jenisnya dalam bentuk jurnal dan berdasarkan perkiraan yang dicatat dalam buku besar dan berkas induk. Tanpa melihat metode yang digunakan untuk memasukkan transaksi kedalam sistem akuntansi pengendalian yang memadai yang diperlukan untuk menjamin kebenaran klasifikasi dan pengikhtisaran.


2.8   Peranan  Sistem Informasi Akuntansi dengan  Pengendalian Internal 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang pengertian sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal, keduanya berfungsi sebagai alat yang memepermudah pimpinan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Dalam hal ini perlu diketahui bagaimana hubungan yang ada antara kedua pengertian tersebut agar dapat diketahui letak dan pengaruhnya satu sama lain.

Sistem informasi akuntansi adalah salah satu alat yang memberikan berbagai informasi aktivitas perusahaan dan dimanfaatkan pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pengendalian internal adalah alat yang memberikan jaminan yang memadai bahwa semua harta memiliki aktivitas dan catatan keandalannya dapat dipercaya. Otomatis hal ini akan berpengaruh kepada kelayakan informasi-informasi yang diperlukan dan ini penting bagi terciptanya suatu sistem informasi akuntansi yang baik.

Sistem informasi akuntansi gaji yang diciptakan oleh perusahaan dan pengendalian internal gaji dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu perusahaan yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi gaji yang baik akan memiliki pengendalian internal yang baik pula. Dipihak lain pengendalian internal gaji  karyawan yang telah dilaksanakan harus ditunjang oleh sistem informasi akuntansi gaji  yang baik, agar pengendalian internal gaji karyawan dapat mencapai sasarannya yaitu informasi yang diperoleh mengenai karyawan dapat dijamin kebsahannya, kelengkapannya, penilaiannya, klasifikasinya, tepat waktu, diotorisasi dengan pantas serta diposting dan diiktisarkan dengan benar. Agar sasaran pengendalian internal gaji karyawan dapat tercapai, harus didukung oleh pelaksanaan sistem dan prosedur pencatatan yang baik.
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